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PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN LISTRIK

Sumber : https://www.se.com/id/id/work/campaign/electricity-4-0/sustainable-energy-generation.jsp

Industri 1.0

Kebangkitan teknologi tahun 

1750-an, dengan mekanisasi 

uap dan tenaga air.

Industri 2.0

Mulai akhir abad ke-19, dunia 

memasuki era baru produksi 

massal.

Industri 3.0

Pada tahun 1950-an, 

perkembangan silicon 

membawa perkembangan 

otomatisasi dan elektronik. 

Industri 4.0

Abad ke-21 adalah era serba digital 

ditandai dengan maraknya mesin pintar 

yang didorong oleh Industrial Internet of 

Thing (IoT), komputasi cloud, dan AI.

Listrik 1.0

Dipelopori oleh Alessandro 

Volta dan Michael Faraday 

yang mengembangkan riset 

tentang penggunaan listrik.

Listrik 2.0

Akhir abad ke-19 juga 

menandai elektrifikasi massal 

dengan lampu listrik yang 

digunakan dalam skala 

industri, melalui pengenalan 

pembangkit.

Listrik 3.0

Pada tahun pertengahan 

abad ke-20, perkembangan 

silikon memfasilitasi 

kemunculan awal sel surya 

dan panel surya yang 

meletakkan landasan bagi 

energi terbarukan.

Listrik 4.0

Abad ke-21 melahirkan dunia kelistrikan 

baru dengan konvergensi digital dan 

elektrik dalam skala besar.
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REGULASI KESELAMATAN

Segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  keselamatan  dan  kesehatan  tenaga  kerja  melalui  
upaya  pencegahan  kecelakaan  kerja  dan penyakit  akibat  kerja  (PP No.50 tahun 2012). 

Keselamatan  Kerja  (UU Nomor  1 Tahun  1970)

suatu  keadaan  terpenuhinya  persyaratan  keselamatan  dalam  pemanfaatan  wilayah udara , pesawat  udara , 
bandar udara , angkutan  udara , navigasi  penerbangan , serta  fasilitas  penunjang  dan fasilitas  umum  
lainnya . 

Keselamatan  Penerbangan  (UU Nomor  1 Tahun  2009)

Suatu  keadaan  terhindarnya  setiap  orang dari  risiko  kecelakaan  selama  berlalu  lintas  yang disebabkan  
oleh manusia , Kendaraan , Jalan, dan/ atau  lingkungan . 

Keselamatan  Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan ( UU Nomor  22 Tahun  2009 )

Suatu  keadaan  terpenuhinya  persyaratan  keselamatan  dan keamanan  yang menyangkut  angkutan  di 
perairan , kepelabuhanan , dan lingkungan  maritim . 

Keselamatan  Pelayaran  (UU Nomor  17 Tahun  2008)
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INSIDEN TERKAIT KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN 

6

INSIDEN / KEJADIAN DAMPAK

KEBAKARAN COAL HANDLING - PLTU

INDRAMAYU

Lokasi : PLTU Indramayu 3 x 330 MW,  

Jawa Barat.

Objek Instalasi : Area Coal Handling.

Waktu : 4 Oktober 2015 Pkl. 00.15 

WIB.

Dampak:

Terganggunya pasokan daya pada

Sistem Interkoneksi Jawa-Bali.

Rekomendasi:
Memastikan penerapan K2 oleh

seluruh operator/tenaga teknik serta

melakukan asesmen terhadap

instalasi coal handling comply

dengan National Fire Protection
Association (NFPA) 850.

INSIDEN / KEJADIAN DAMPAK & REKOMENDASI

GANGGUAN BALCKOUT SISTEM 

JATIM BALI

Lokasi : Jawa Timur.

Objek Instalasi : SUTET 500 kV Grati-

Paiton.

Waktu : 5 September 2018                              

Pkl. 11.26 WIB.

Dampak:

Pemadaman listrik total/blackout di

wilayah Jawa Timur & Bali sebesar

2.621 MW, serta pemadaman listrik

bergilir (Manual Load Shedding/MLS) di
Sistem Jawa Bali sebesar selama 3 hari

pasca gangguan.

Rekomendasi:

Memastikan penerapan K2 pada kegiatan
pengamanan Right of Way (ROW)

saluran transmisi.

INSIDEN / KEJADIAN DAMPAK

KEBAKARAN TRAFO IBTςGIS KEMBANGAN

Lokasi : GarduIndukKembangan,           
Jakarta Barat.

ObjekInstalasi : Trafo500/150 kV Inter Bus 
Transformer/IBT-2 500 MVA     
FasaS.

Waktu : 2 September 2015 Pkl. 11.55 
WIB.

Dampak:
Pemadamanlistrik di sebagianwilayah
Jakarta Barat, Tangerang, Serpong,
KawasanIndustri JATAKE,dan Tangerang
Kota.

Rekomendasi:
Menerapkan K2 terhadap peralatan
pemadaman kebakaran yang tidak
berfungsisaatkejadiankebakaran.

INSIDEN / KEJADIAN DAMPAK & REKOMENDASI

GANGGUAN BALCKOUTSISTEM SULBAGSEL 
& SULTENG

Lokasi : Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Barat & Sulawesi Tengah.

ObjekInstalasi : Pembangkit, transmisi& 
distribusi.

Waktu : 15 November 2018                  
Pkl. 15.21 WITA.

Dampak:
Pemadamanlistrik total/ blackout di wilayah
SulawesiSelatan,SulawesiBarat & Sulawesi
Tengahselama17 jam.

Rekomendasi:
Memastikan penerapan K2 pada
pengoperasiansistem sulbagsel & sulteng
utamanyaterkait keandalansistemdan SOP
DefenseSchemeMechanism.

BagaimanaMenerapkan
Safety Culture di Instalasi
Tenaga Listrik? 
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INSPEKSI INSIDEN TERKAIT KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
(PERIODE  SATU TAHUN TERAKHIR)

Sumatera Barat

Kebakaran PLTU Teluk Sirih

8 Januari 2022

Jawa Timur

Jawa Barat

Kebocoran Penstock PLTM Cirompang

28 November 2022

Maluku

Black Out sistem kelistrikan Ambon

8 Mei 2022

Sumatera Selatan

Roboh tower SUTET 275 kV 

Sumsel-5 ς Sungai Lilin

14 Juni 2022

Breakdown SKTT 150 kV Ujung ς Bangkalan

26 Februari 2022

Black Out sistem kelistrikan Batam

1 s.d. 2 Januari 2023

Kep. Riau



DATA KEBAKARAN AKIBAT LISTRIK
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Listrik Gas Lilin Membakar Sampah Rokok Lainnya

άmenurut data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelematan Provinsi 5YL WŀƪŀǊǘŀέ
https://satudata.jakarta.go.id/open-data/detail?kategori=dataset&page_url=jumlah-kebakaran-di-provinsi-dki-jakarta-menurut-penyebab-kebakaran&data_no=2

Kebakaran di Provinsi DKI 
Jakarta akibat listrik

Tahun 2021 sebesar 67,2% 
Tahun 2022 sebesar 65,8% 
Tahun 2023 sebesar53,2%
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Berita Bahaya Akibat Listrik 

dan sebagainyaé



Pemasangan instalasi tidak 
memenuhi standar PUIL

Instalasi tidak laik operasi

Alat pengaman listrik tidak 
terpasang/berfungsi

Peralatan listrik tidak ber-SNI

Pembebanan berlebih

Penyalahgunaan tenaga listrik

Bagaimana listrik 

bisa menyebabkan 

bahaya/ kebakaran?

Apa yang bisa dilakukan 

untuk mencegah kebakaran 

akibat listrik?
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LATAR BELAKANG REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

11

ÁPemenuhan standardisasi peralatan 
dan pemanfaat tenaga listrik
ÁPengamanan instalasi tenaga listrik
ÁPengamanan pemanfaat tenaga 

listrik

LINGKUP

Setiap usaha ketenagalistrikan wajib 
memenuhi ketentuan Keselamatan 
Ketenagalistrikan

KEWAJIBAN

ÁAndal dan aman bagi Instalasi
ÁAman dari bahaya bagi 

manusia dan mahluk hidup 
lainnya
ÁRamah Lingkungan

TUJUAN

άSetiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan Keselamatan 
Ketenagalistrikanέ 

άKetentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan usaha 
Ketenagalistrikan dan penerapan keselamatan Ketenagalistrikan diatur 
dengan Peraturan aŜƴǘŜǊƛέ

άInstansi Pembina Sektor Usaha dapat mengembangkan pedoman 
penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganέ

Ç Latar Belakang Regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan

PP NO. 50 TAHUN 2012
(PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

Pasal 44 Ayat (1)

Pasal 48 Ayat (5)

Pasal 4 Ayat (2)

ÁBanyak Kecelakaan yang diduga disebabkan oleh listrik: 
o Kematian manusia akibat sengatan arus listrik
o Kebakaran instalasi tenaga listrik akibat kesalahan 

pemasangan dan penggunaan material/peralatan yang 
tidak sesuai standar pada instalasi tenaga listrik.

ÁBanyaknya gangguan yang terjadi pada operasi instalasi 
tenaga listrik yang menyebabkan pemadaman sehingga 
mengganggu kegiatan di sektor ekonomi, telekomunikasi, 
transportasi, dan sektor lain.

KONDISI DILAPANGAN:
Permen ESDM NO. 10 TAHUN 2021

(KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN)

UU 30/2009
(KETENAGALISTRIKAN)

PP NO. 14 TAHUN 2012
(KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN 

TENAGA LISTRIK)

PP NO. 62 TAHUN 2012
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

UU 6/2023
(PENETAPAN PERPU CIPTA 

KERJA MENJADI UU)

PP NO. 05 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

BERUSAHA BERBASIS RISIKO)

PP NO. 25 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN DI 

BIDANG ESDM)
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HUBUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DENGAN 
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2) é1/2 

12

PP No.50 Tahun 2012 
άKeselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya 

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.έ

PP No 25 Tahun 2021
άSetiap kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi 
ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan. Ketentuan Keselamatan 
Ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan 

aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan 

makhluk hidup lainnya, dan ramah lingkungan.έ

άPemenuhan keselamatan Ketenagalistrikan dapat dilaksanakan 
melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 
Ketenagalistrikan (SMK2), yang merupakan bagian dari sistem 
manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka 
pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna 
terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.έ

άSMK3 adalahbagiandari sistem manajemenperusahaansecara
keseluruhanyang meliputi penetapankebijakankeselamatandan
kesehatan kerja, perencanaan, pelaksanaan,pemantauan dan
evaluasisertapeninjauandanpeningkatankinerjakeselamatandan
kesehatankerja dalam rangkapengendalianresiko yangberkaitan
dengankegiatankerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,
efisiendanproduktif.έ

K3 K2

DEFINISI

LINGKUP

Untuk Instalasi Listrik, 
K3 merupakan bagian 

dari K2Peraturan Menaker Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja Pasal 5 ayat (1) menyebutkan 
bahwa Kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, 
perubahan, dan pemeliharaan yang dilaksanakan pada kegiatan 
pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik wajib 
mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan

K3 melengkapi K2

Manusia dan 
mahluk hidup 

lainnya

Instalasi 
Tenaga 
Listrik

Lingkungan

K2
K3: 

Tenaga 
Kerja 
secara 
Umum

K2: 
Tenaga 
Teknik
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HUBUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DENGAN 
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2) é2/2 

13

Andal dan aman bagi 
instalasi

Aman dari bahaya bagi 
manusia dan makhluk 

hidup lainnya 

Ramah lingkungan

Bahaya

Kerusakan instalasi, 
ketidaknormalan 

operasi dan 
gangguan sistem

Kecelakaan Personel 
/ Pekerja

Kerusakan 
Lingkungan

Bukan Faktor Listrik

Faktor Listrik

SKTTK

Keteknikan:
ÅOperasi
Å Pemeliharaan

Bidang Lingkungan 
Hidup

K3 (Kemnaker)

K2 (KESDM)

KESDM dan/atau 
KLHK

KESDM

Kompetensi

Tujuan

Ç Obyektivitas Standar Kompetensi
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TUJUAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

14

Andal dan aman bagi instalasi 
merupakan kondisi:

Å Instalasi tenaga listrik yang beroperasi secara 
berkesinambungan dalam kurun waktu yang 
telah direncanakan; dan

Å Instalasi tenaga listrik yang mampu 
mengantisipasi timbulnya risiko kerusakan akibat 
ketidaknormalan operasi dan gangguan

Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup 
lainnya 
merupakan kondisi instalasi tenaga listrik bebas dari 
bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya termal, dan/atau 
bahaya kimia

Ramah lingkungan
merupakan kondisi instalasi tenaga
listrik yang memenuhi ketentuan 
peraturan perundangundangan di 
bidang lingkungan hidup

A
nd

al
da

n
am

an
ba

gi
insta

lasi
Aman dari bahaya bagi manusia

Ram
ah

lingku
n
gan

dan makhluk hidup lainnya
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Keselamatan Ketenagalistrikan wajib diterapkan pada:
Çsetiap instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan persyaratan umum Keselamatan 

Ketenagalistrikan; dan
Ç setiap instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sesuai dengan SNI di bidang ketenagalistrikan. Dalam 

hal belum terdapat SNI, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dapat menggunakan standar 
internasional atau standar lain yang diberlakukan.

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN DIWAJIBKAN PADA SELURUH 
INSTALASI TENAGA LISTRIK

15

PLTA

PLTD

PLTP

PLTG

PLTU

PLTGU

PLT EBT

BISNIS

INDUSTRI

RUMAH

PUBLIK

SOSIALTRAFO

DISTRIBUSI

20 kV

150 kV

TRAFO GI

150/20 kV
TRAFO GI

20/150 kV
220 V

PEMBANGKITAN TRANSMISI/DISTRIBUSI PEMANFAATAN
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Pemeriksaan dan
Pengujian Instalasi 

Tenaga Listrik

Pengoperasian 
Instalasi Tenaga 

Listrik

Pemeliharaan 
Instalasi Tenaga 

Listrik

PENERAPAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (sesuai  Permen  ESDM 10/2021)

Pengawasan 
Instalasi Tenaga 

Listrik

Penerapan K2 dilaksanakan pada tahapan kegiatan:

Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib 
memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia. Jika belum 
SNI, dapat menggunakan standar internasional atau standar 

lain yang diberlakukan.

Setiap instalasi tenaga listrik 
yang beroperasi wajib 
memiliki Sertifikat Laik 

Operasi

Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha 
wajib memiliki Sistem Manajemen Keselamatan 

Ketenagalistrikan, yang berlaku pada:
- Instalasi Pembangkit җ 5 MW
- Instalasi Transmisi
- Instalasi Distribusi
- Instalasi Pemanfaatan > 200 kVA

Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan

Perencanaan Instalasi 
Tenaga Listrik

Pembangunan dan 
Pemasangan Instalasi 

Tenaga Listrik

Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup
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SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)

17

Ç SMK2 diterapkan dalam 
pengoperasian dan 
pemeliharaan Instalasi 
Tenaga Listrik.

Penerapan 
SMK2 instalasi distribusi tenaga listrik

Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik 
җ р a² όƭƛƳŀ aŜƎŀǿŀǘǘύ

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
җ нлл ƪ±! όdua ratus kilovolt-ampere)

instalasi transmisi tenaga listrik

ÇSistem Manajemen 
Keselamatan 
Ketenagalistrikan adalah 
bagian dari sistem 
manajemen Badan Usaha 
secara keseluruhan dalam 
rangka pengendalian risiko 
yang berkaitan dengan 
ketenagalistrikan guna 
terciptanya Keselamatan 
Ketenagalistrikan.

B
erlaku

p
ad

a:

Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha wajib memiliki SMK2. 
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PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN 
(SMK2)

18

Penetapan kebijakan 
Badan Usaha terkait K2

Penetapan organisasi 
SMK2

Perencanaan 
pemenuhan kebijakan 
Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan 
Usaha terkait K2

Evaluasi dan 
tindak lanjut 
pelaksanaan 
penerapan K2

1 2 3 4 5

ÅStrategi badan usaha 
mewujudkan K2 
berdasarkan ketentuan 
peraturan
Åperundang-undangan
ÅKerangka kerja 

terencana dan dapat 
diterapkan
ÅStrategi untuk 

melakukan peningkatan 
penerapan SMK2 secara 
berkelanjutan
ÅSistem dokumentasi dan 

komunikasi penerapan 
SMK2

ÅStruktur organisasi 
SMK2:
o PJBU
o PJK2
o Teknisi K2 atau analis 

K2
o Tim tanggap darurat
ÅKewenangan dalam 

pengambilan keputusan 
terkait pemenuhan K2

ÅIdentifikasi tingkat 
kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-
undangan dan 
persyaratan lain yang 
terkait
ÅPenelaahan kondisi awal 

penerapan SMK2
ÅPerumusan tujuan, 

sasaran dan program 
SMK2
ÅPenyusunan rencana 

kerja dan anggaran 
SMK2

ÅPengelolaan keandalan operasi 
ÅPemantauan dan pengelolaan

pekerjaan
ÅPendidikan dan pelatihan di bidang 

SMK2
ÅPenerapan Manajemen Risiko
ÅPengelolaan dan penanggulangan 

kondisi darurat ketenagalistrikan
ÅPenerapan Manajemen Perubahan
ÅPenerapan Manajemen Informasi
Åpelaksanaan Keselamatan 

Ketenagalistrikan di setiap
Åsiklus aktivitas pengelolaan Instalasi 

Tenaga Listrik
ÅKepatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundangan di bidang K2
ÅPendokumentasian pelaksanaan 

SMK2

ÅPencapaian sasaran, target, dan 
program K2
ÅKepatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
dan dan persyaratan lain yang
terkait
ÅKejadian kecelakaan, kejadian 

berbahaya, dan penyakit akibat 
kerja
ÅPengelolaan administrasi K2 
ÅHasil audit penerapan K2
Åpendokumentasian dan tindak

lanjut ketidaksesuaian
penerapanK2

10 POIN 10 POIN 10 POIN 10 POIN60 POIN
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1. Pemilik instalasi tenaga listrik bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2.

2. Dalam penerapan SMK2 pemilik Instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki PJK2 yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab 
Badan Usaha (PJBU). 

3. PJK2 merupakan penanggungjawab teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangandalam
pengambilankeputusanatasterwujudnyaKeselamatanKetenagalistrikan.

4. PJK2 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan SMK2 dan harus menyampaikan laporan kejadian 
kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat kepada 
Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

PENANGGUNG JAWAB KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (PJK2)

19

Pelaporan Kejadian Singkat

disampaikan secara bertahap paling lambat 4 
(empat) jam dan pemutakhiran laporan paling 
lambat 24 (dua puluh empat) jam

Laporansingkatpalingsedikitmemuatinformasi:
Å kronologis singkat kejadian; 
Å dugaan awal penyebab kejadian; 
Å korban luka dan/atau korban jiwa; 
Å kerusakan peralatan; 
Å dampak terhadap sistem tenaga listrik;
Å dampak terhadap masyarakat; dan 
Å perkiraan waktu pemulihan.

Pelaporan Kejadian Lengkap

disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender

Laporanlengkappalingsedikitmemuatinformasi:
Å kronologis lengkap kejadian;
Å korban luka dan/atau korban jiwa;
Å kerusakan peralatan;
Å analisis penyebab kejadian;
Å dokumentasi foto atau rekaman kejadian;
Å dampak terhadap sistem tenaga listrik;
Å gangguan yang berdampak pada masyarakat; &
Å tindak lanjut untuk pemulihan dan perbaikan
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Ç Audit penerapanSMK2 dilakukan melalui pemeriksaan 

secara sistematis dan objektif terhadap pemenuhan kriteria 
yang telah ditetapkan untuk mengukur hasil pelaksanaan 
kegiatan yang telah direncanakan dalam penerapan SMK2.

Ç Audit penerapan SMK2 dilakukan berdasarkan pedoman audit 
penerapan SMK2.

Ç Dalam pelaksanaan audit penerapan SMK2 pemilik instalasi 
tenaga listrik dapat melibatkan pihak lain yang memiliki 
kompetensi audit SMK2.

PENILAIAN KETAATAN PENERAPAN SMK2

20

Ç Penilaian ketaatan dilaksanakan berdasarkan laporan audit penerapan SMK2, dilakukan melalui tahapan:

Status 
Ketaatan

Laporan Pelaksanaan Audit 
Penerapan SMK2

(pengawasan tidak langsung)

Taat
(70 s.d. 100 poin)

sÙĀçÀĲÀĚÀĀ

Hijau

Merah

Hitam

Evaluasi dan 
Sanksi

Inspeksi
(pengawasan langsung)

Penghargaan

Biru
penetapan 

status 
sementara

sanggahan 
dan 

klarifikasi

penetapan 
status akhir 

ketaatan

Tidak Taat
(< 70 poin)

Á Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha harus melakukan audit 
penerapan SMK2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Á PJK2 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan audit penerapan kepada Menteri 
melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling 
lambat 31 Januari pada tahun berikutnya.

Á Laporan Pelaksanaan Audit Penerapan SMK2, meliputi:
V profil Instalasi Tenaga Listrik;
V penilaian atas hasil pelaksanaan audit secara self declare; dan/atau
V hasil investigasi dalam hal terjadi kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, 

kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat
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KATEGORI TEMUAN AUDIT PENERAPAN SMK2 é1/2

21

Ç Temuan hasil audit kategori kritikal adalah temuan atas kegiatan yang dapat mengakibatkan 

kematian (fatality) atau atas kejadian yang mengakibatkan kematian (fatality). Apabila terdapat hasil 
temuan audit penerapan SMK2 dengan kategori kritikal yang membahayakan atau dapat menimbulkan 
korban jiwa atau menimbulkan kerusakan fatal pada peralatan yang menyebabkan gangguan kelangsungan 
penyediaan tenaga listrik pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung, kegiatan audit dihentikan 
sementara. Auditor harus segera menyampaikan temuan kritikal tersebut kepada PJK2 pada Instalasi 
Tenaga Listrik.

Ç PJK2 harus membuat tindakan perbaikan tanpa waktu tunda dan melakukan evaluasi terhadap potensi 
temuan kritikal serupa pada semua kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan ruang lingkup audit. 
Audit dapat dilanjutkan kembali setelah evaluasi tersebut dilakukan.

Kategori Kritikal
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KATEGORI TEMUAN AUDIT PENERAPAN SMK2 é2/2

22

Ç Temuan hasil audit kategori mayor adalah temuan yang:

V tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
V pada hasil pemeriksaan elemen ditemukan subelemen yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh 

persen) nilai maksimal subelemen tersebut; dan
V terdapat temuan minor untuk 1 (satu) subelemen audit di pada lebih dari 30% (tiga puluh persen) 

lokasi atau temuan yang berulang.
Ç Auditor penerapan SMK2 harus menyampaikan temuan hasil audit dengan kategori mayor kepada PJK2 

dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. PJK2 harus membuat rencana tindakan 
perbaikan dan pencegahan untuk temuan mayor untuk disampaikan kepada auditor penerapan SMK2 dan 
mendapatkan verifikasi dari auditor, dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender 
terhitung sejak berita acara audit ditandatangani.

Kategori Mayor

Ketidakkonsistenan dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, 
dan acuan lainnya.

Kategori Minor
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KETENTUAN TINGKAT PENCAPAIAN AUDIT PENERAPAN SMK2

23

Tingkat pencapaian audit penerapan SMK2 ditentukan oleh:

Ç Taat
Melaksanakan penerapan SMK2 dengan baik atau memiliki nilai total audit 70 (tujuh puluh) sampai dengan 
100 (seratus) poin.

Ç Tidak Taat
Tidak melaksanakan penerapan SMK2 atau melaksanakan penerapan SMK2 dengan kurang baik (nilai total 
audit kurang dari 70 (tujuh puluh) poin).

70 poin

100 poin0 poin

TAAT

TI
DAKTAAT
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PREDIKAT KETAATAN

24

1. pemenuhan ketentuan 
penerapan Keselamatan 
Ketenagalistrikan belum 
konsisten;

2. menyampaikan laporan 
pelaksanaan audit penerapan 
SMK2; dan

3. mendapatkan status akhir 
dengan predikat taat.

Biru

1. belum memenuhi ketentuan
penerapan Keselamatan
Ketenagalistrikan;

2. menyampaikan laporan
pelaksanaanaudit penerapan
SMK2; dan

3. mendapatkan status akhir
denganpredikattidak taat.

Merah Hitam

1. belum memenuhi ketentuan
penerapan Keselamatan
Ketenagalistrikan;

2. tidak menyampaikan laporan
pelaksanaan audit penerapan
SMK2 dan/atau melaporkandata
palsu; dan

3. mendapatkan status akhir
denganpredikattidak taat; dan

Dalam hal terdapat temuan audit
dengan kategori kritikal dalam
penerapan SMK2 yang dapat
mengakibatkan kematian dan/atau
kejadian yang mengakibatkan
kematian, Badan Usaha diberi
predikatketaatanhitam

άPredikatketaatanpenerapanSMK2 diberikankepadaBadanUsahaterdiri ataspredikat ketaatan hijau, biru, merah, atau hitam.έ

1. telah memenuhi ketentuan 
penerapan Keselamatan 
Ketenagalistrikan;

2. menyampaikan laporan 
pelaksanaan audit penerapan 
SMK2; dan

3. mendapatkan status akhir 
dengan predikat taat

Hijau

Ç Predikat ketaatan  disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha secara tertulis dan/atau diumumkan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal
Ç Berdasarkan predikat ketaatan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sertifikat ketaatan yang berlaku pada tahun periode penilaian
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PENGHARGAAN

25

SANKSI ADMINSTRATIF

Ç Menteri dapat memberikan 
penghargaan kepada pemilik Instalasi 
Tenaga Listrik yang telah menerapkan 

SMK2 dengan predikat ketaatan hijau 

atau predikat ketaatan biru.
Ç Penghargaan kepada pemilik Instalasi 

Tenaga Listrik melalui proses penilaian 
yang dilakukan oleh tim penilai
pemberian penghargaan yang
ditetapkanolehDirekturJenderal.

Ç Proses penilaian dilakukan berdasarkan kriteria paling sedikit:
V melakukan inovasi di bidang peningkatan Keselamatan 

Ketenagalistrikan dan mutu tenaga listrik;
V memiliki kinerja instalasi tenaga listrik yang baik;
V memperoleh pencapaian atau penghargaan lain terkait 

keselamatan yang mendukung Keselamatan Ketenagalistrikan; 
dan

V melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang 
Keselamatan Ketenagalistrikan

EMAS

PERAK

KRITERIA

PREDIKAT KETAATAN MERAH PREDIKAT KETAATAN HITAM

Penghentian sementara 
sebagian atau seluruh 

kegiatan usaha penyediaan 
tenaga listrik

Teguran tertulis

Ç Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan dengan 
rekomendasi perbaikan beserta jangka waktu perbaikan

Ç Dalam hal rekomendasi atas teguran tertulis berupa perbaikan 
tidak ditindaklanjuti, diberikan teguran tertulis kembali paling 
banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kalender.

Ç Dalam hal jangka waktu teguran tertulis ketiga telah berakhir dan 
belum dilaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi, Direktur 
Jenderal mengenakan sanksi administrasi berupa penghentian 
sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan 
tenaga listrik.

Ç Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau 
seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dikenakan 
sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi.

Ç Sanksiadministratif untuk pemilik instalasi tenaga listrik dengan 
predikatketaatanhitam, berupapenghentiansementarasebagian
atauseluruhkegiatanusahapenyediaantenagalistrik.

Ç Sanksiadministratifdiberikandenganrekomendasiperbaikan.
Ç Sanksiadministratifberupapenghentiansementarasebagianatau

seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, dikenakan
sampaidengandilakukanperbaikansesuairekomendasi.
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PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

26

Ç Pengawasan langsung 
dilakukan melalui inspeksi ke 
Instalasi Tenaga Listrik.

Ç Hasil pengawasan langsung 
disusun dalam risalah atau 
berita acara pengawasan

Pengawasan langsung

Penyuluhan dan bimbingan

Pengawasan tidak langsung dilakukan 
melalui pemeriksaan laporan hasil audit 
penerapan SMK2

Pengawasan tidak langsung

Ç Dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan di bidang Keselamatan
Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal atas
namaMenteri atau gubernur sesuaidengan
kewenangannya dibantu oleh Inspektur
Ketenagalistrikandan/atau PenyidikPegawai
NegeriSipil.

Ç Dalam hal terdapat potensi atau kejadian
kecelakaan,kejadian berbahaya,kegagalan
operasi, gangguan yang berdampak pada 
masyarakat dan/atau untuk kepentingan
penilaian kinerja Keselamatan
Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal atas
namaMenteri atau gubernur sesuaidengan
kewenangannya dapat membentuk tim
untuk melakukaninvestigasi.

Ç Keanggotaan tim dapat melibatkan
akademisi, tenaga ahli, dan/atau wakil
instansiterkait lainnya.

BINWAS K2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pemilik 
instalasi tenaga listrik wajib melaksanakan penerapan 
SMK2 dalam jangka waktu paling lambat 2 (tahun) 
tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP
Ç PadasaatPeraturanMenteri ini mulaiberlaku,PeraturanMenteri EnergidanSumberDaya

Mineral Nomor 0045 Tahun2005 tentang InstalasiKetenagalistrikansebagaimanatelah
diubah denganPeraturanMenteri Energidan SumberDayaMineral Nomor 046 Tahun
2006tentangPerubahanatasPeraturanMenteri Energidan SumberDayaMineral Nomor
0045Tahun2005tentangInstalasiKetenagalistrikan,dicabutdandinyatakantidak berlaku.

Ç PeraturanMenteri ini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan.



PEDOMAN PENERAPAN SMK2
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INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

28

KESELAMATAN 
KETENAGALISTRIKAN

SISTEM MANAJEMEN K2 SISTEM MANAJEMEN K3SISTEM MANAJEMEN RISIKO

ANDAL

RAMAH 
LINGKUNGAN

AMAN

RISIKO 
FINANCIAL

RISIKO 
EKSTERNAL

RISIKO 
OPERASIONAL RISIKO 

RISIKO 
STRATEGIS 

RISIKO 
BISNIS

SISTEM MANAJEMEN ASET
SISTEM MANAJEMEN 

KEAMANAN INFORMASI

SERKOM

SLO

SNI

SBU

LINGKUNGAN
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OPERASI & HAR

HULU

HILIR

Ex. HOP 
Batubara

Ex. 
Kebakaran 
Welding

Ex. Lifting 
Incident

Ex. 
Pencurian
Kabel

ORGANISASI
SMK2

× PJK2
× Analis K2
× Teknisi K2
× Tanggap Darurat
× Administrasi K2

MANAJER OPHAR

VENDOR

VISITOR TANGGAP DARURAT
(LEVEL 1)

TANGGAP DARURAT
(LEVEL 2)TEMPAT KERJA

TANGGAP DARURAT
(LEVEL 3)KHUSUS

DOKUMEN & KEBIJAKAN BADAN USAHA

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
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PARADIGMA PENERAPAN KESELAMATAN TERHADAP MATURITY LEVEL DI USAHA KETENAGALISTRIKAN

30
30

BASIC REAKTIVE COMPLAINT PROAKTIVE RESILIENT

üSistem yang ada hanya sekadar 
dokumen belaka, bahkan 
perusahaan tidak memiliki 
sistem sama sekali

ü Implementasi hanya dilakukan 
ketika ada audit atau inspeksi 
dari regulator

üBudaya keselamatan yang 
apatis atau manajemen 
bersikap acuh tak acuh

üManajemen menyembunyikan 
insiden yang terjadi

üMengabaikan kejadiannear 
miss

üTidak ada pelatihan untuk 
pekerja

üKomunikasi  yang buruk
üTidak ada identifikasi bahaya, 

penilaian risiko dan 
pengendaliannya

ü Investigasi kecelakaan yang 
buruk dan dangkal

üTidak ada audit
üTidak adawork permituntuk 

pekerjaan khusus

üSistem berjalan setelah terjadi 
masalah atau kecelakaan kerja 
sebelumnya

üFokus terhadap masalah atau 
kecelakaan kerja

üBlame cultureatau budaya 
saling menyalahkan

ü Investigasi kecelakaan hanya 
fokus terhadap kesalahan 
manusia

ü Investigasi kecelakaan dengan 
analisis yang masih terbatas

üKejadiannear missmulai 
diperhatikan

üSudah ada pelatihan pekerja, 
namun tidak rutin

üKepatuhan terhadap aturan 
masih rendah

ü Identifikasi bahaya, penilaian 
risiko, dan pengendaliannya 
masih bersifat reaktif

üPenerapan alat pelindung diri 
(APD) untuk mengurangi 
dampak paparan

üKebersihan kerja dan 
pemeriksaan kesehatan pekerja 
masih bersifat reaktif

üAudit baru dilakukan jika ada 
masalah atau untuk tujuan 
tertentu saja.

üPengembangan sistem sudah 
dijalankan tetapi fokus terbatas 
pada penurunan jumlah 
kecelakaan

üFokus penerapan sebatas hal 
teknis dan pemenuhan 
peraturan

üKompetensi teknis  sudah mulai 
dipenuhi

üAdanya keterlibatan pekerja 
üPelatihan diadakan berkala
üAdanya diskusi 

pengendaliannear miss
ü Identifikasi bahaya, penilaian 

risiko, dan pengendaliannya 
berdasarkan sistem yang ada

üPenggunaan APD sesuai potensi 
bahaya

üAnalisis kecelakaan kerja 
dengan mengidentifikasi faktor 
kausal dari kejadian kecelakaan

üPemeriksaan medis secara 
berkala

üPerencanaan audit/ 
pengawasan

üPertemuan keselamatan mulai 
terbentuk

üMasing-masing bagian sudah 
memiliki target dan sasaran  
dan menjadi poin utama dalam 
menyusun rencana kegiatan

üSistem yang dijalankan fokus 
pada perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi

üFokus penerapan  sudah mulai 
melakukan pengendalian 
potensi bahaya

üBudaya K3 mulai terbentuk
üKeterlibatan penerapan K3 

pada semua level manajemen
üPelatihan pekerja terencana 

dan bersifat rutin
üKomunikasi lebih terbuka, tidak 

menyembunyikan insiden yang 
terjadi

üPerbaikan sistem berkelanjutan
ü Identifikasi bahaya, penilaian 

risiko, dan pengendaliannya 
bersifat proaktif

üKepatuhan terhadap peraturan 
pemerintah

üProsedur keselamatan untuk 
setiap kegiatan dirancang baik 
secara tertulis, mencakup APD 
dan alat kerja

üPelaksanaan audit terpadu

üSemua pekerja dapat 
menjalankan sistem tanpa 
adanya pelanggaran karena 
mereka menganggap bahwa 
sistem merupakan bagian dari 
keseharian dan keselamatan 
adalah kebutuhan, bukan 
kewajiban

üFokus program sudah memiliki 
tujuan budaya yang jelas 

üPemimpin memilikisafety 
leadershipyang kuat

üPekerja memiliki kompetensi 
üProgram pelatihan rutin untuk 

pekerja
üKeselamatan selalu menjadi 

topik utama dalam agenda 
pertemuan

ü Identifikasi bahaya, penilaian 
risiko, dan pengendaliannya 
terintegrasi ke dalam semua 
sistem

üSistem manajemen terpadu
üEvaluasi/ audit eksternal untuk 

perbaikan sistem dan 
mengukur efektivitas sistem 
yang telah berjalan

üPerusahaan memandang 
penerapan keamanan dan 
keselamatan sebagai investasi, 
bukan biaya
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Ekspektasi Elemen
Penetapan Kebijakan Badan Usaha Terkait Keselamatan Ketenagalistrikan

1. Manajemen menunjukkan komitmen nyata dan kepemimpinan yang kuat terhadap penetapan 

kebijakan yang diimplementasikan dalam setiap pekerjaan operasi dan pemeliharaan instalasi tenaga 

listrik

2. adanya kebijakan keselamatan ketenagalistrikan tertulis dari manajemen Perusahaan yang memuat 

visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai khususnya pada usaha penyediaan tenaga listrik yang 

memuat K2, Keandalan, dan  ramah lingkungan. Sedangkan pada usaha/industri  pemanfaat tenaga 

listrik cukup dengan menguraikan visi misi sesuai ruang lingkup perusahaannya namun memiliki 

kebijakan tertulis yang mendukung dengan aspek keselamatan ketenagalistrikan.

3. Adanya      sasaran       manajemen  keselamatan  ketenagalistrikan  untuk mendukung perwujudan  

kebijakan  perusahaan menuju peningkatan berkelanjutan dan energi bersih.

4. Adanya  peran  serta  dan  keterlibatan  aktif  seluruh  karyawan  dala meningkatkan kinerja K2.
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Kriteria  Audit Penerapan SMK2:
Penetapan Kebijakan Badan Usaha Terkait Keselamatan Ketenagalistrikan

No Kriteria
Acuan

Nilai Total 
(maks)

Nilai Total 
Sub (maks)

Nilai Per 
Sub (maks)

PenetapanKebijakanBadanUsahaterkait KeselamatanKetenagalistrikan:
Komitmen KeselamatanKetenagalistrikanoleh pemilik Instalasi TenagaListrik dalam bentuk kebijakan tertulis untuk melaksanakan
PersyaratanUmum KeselamatanKetenagalistrikan,SNIsesuaidenganperaturan perundang-undangandi bidangketenagalistrikandan
PedomanPenerapanSMK2

10

1. StrategiBadanUsahayangsesuaidenganKetentuanPeraturanPerundang-undanganKeselamatanKetenagalistrikan 3
a. menguraikanvisi,misi,dantujuanBadanUsahaterkait KeselamatanKetenagalistrikan 1
b. memilikiupayapeningkatankinerjaKeselamatanKetenagalistrikansecaraterus-menerus 1
c. mewujudkankomitmenuntukmendorongketerlibatanpekerjadalampenerapanKeselamatanKetenagalistrikan 1

2. KerangkaKerjayangTerencanadanDapatDiterapkan 2
a. mendukungstrategimanajemen 0,5
b. mendukungtujuanKeselamatanKetenagalistrikan 0,5
c. memenuhipersyaratanumum KeselamatanKetenagalistrikanuntuk InstalasiPenyediaanTenagaListrik dan memenuhiketentuanSNI

sesuaidenganperaturanperundang-undangandi bidangketenagalistrikanuntuk InstalasiPemanfaatanTenagaListrik
0,5

d. memenuhiketentuanpedomanpenerapanKeselamatanKetenagalistrikan 0,5
3. Strategiuntuk MelakukanPeningkatanPenerapanSMK2 secaraberkelanjutan 1

a. bersifatdinamisdandapatditinjauulangsecaraberkala 0,5
b. sesuaidenganstrategiperubahanBadanUsahadanketentuanperaturanperundang-undangan 0,5

4. SistemDokumentasidanKomunikasiPenerapanSMK2 4
a. sistemdokumentasimemuattugasdantindakanyangdiperlukanuntukmewujudkanKeselamatanKetenagalistrikan 0,5

b. sistemdokumentasimemuatpembagiantanggungjawabdankewenanganuntukmewujudkanKeselamatanKetenagalistrikan 0,5

c. sistemdokumentasimemuatsistempendukungdanjangkawaktuuntukmewujudkanKeselamatanKetenagalistrikan 0,5

d. sistemdokumentasimemuattata carapengendaliandokumendanrekamanKeselamatanKetenagalistrikan 0,5

e. sistemdokumentasimemuatidentifikasidanmitigasirisiko 0,5
f. sistemkomunikasidisosialisasikankepadaseluruhpekerjabidangketenagalistrikan,tamu,BadanUsahajasapenunjangketenagalistrikan,
pemasok,dan/ataupelanggan

0,5

g. sistemkomunikasimelibatkanpemangkukepentingandalampenyusunanstrategipenerapanKeselamatanKetenagalistrikan 0,5

h. sistem komunikasi mengatur penyampaian informasi mengenai penerapan KeselamatanKetenagalistrikankepada pemangku
kepentingan

0,5
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Ekspektasi Elemen
Penetapan Organisasi dan Kewenangan SMK2

1. Adanya struktur organisasi perusahaan yang memuat hubungan antar jabatan, bagian, tugas, 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit dan pekerja yang terlibat di dalam kegiatan 

pengelolaan SMK2.

2. Organisasi berfungsi sebagai fasilitator dan advisor untuk menentukan arahan strategis, tujuan 

dan sasaran  serta pemantauan keberkaitan antar unit organisasi yang terkait.

3. Penetapan manajemen sebagai penanggung jawab pelaksanaan K2 dalam perusahaan harus 

dilakukan untuk terciptanya pelaksanaan SMK2 yang efektif dan terintegrasi.

4. Kebutuhan sumber daya untuk mendukung keberhasilan dan  peningkatan SMK2 dalam 

perusahaan      telah    diidentifikasi,    dialokasikan dan didokumentasikan dengan baik.

5. Perusahaan memiliki sistem dokumentasi yang baik untuk mendukung pelaksanaan sistem 

manajemen keselamatan ketenagalistrikan.

6. Semua data dan informasi dikelola dengan  baik,   mudah diakses, dan dievaluasi secara 

berkala.
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Kriteria  Audit Penerapan SMK2:
Penetapan Organisasi dan Kewenangan SMK2

No Kriteria
Acuan

Nilai Total 
(maks)

Nilai Total 
Sub (maks)

Nilai Per 
Sub (maks)

PenetapanOrganisasi,danKewenanganSMK2:
Dilaksanakanoleh pemilik InstalasiTenagaListrik

10

1. StrukturOrganisasiSMK2 4
a. memilikiPJBU 1
b. memilikiPJK2 1
c. memiliki teknisiKeselamatanKetenagalistrikanatauanalisKeselamatanKetenagalistrikan 1
d. memiliki tim tanggapdarurat 1

2. KewenangandalamPengambilanKeputusanTerkaitPemenuhanKeselamatanKetenagalistrikan 6

a. PJBUmemilikikewenanganmenetapkankebijakanterkait penerapanKeselamatanKetenagalistrikandalamorganisasi 1
b. PJBUmemilikikewenanganmenunjukdanmenetapkanPJK2 1
c. PJK2 memilikikewenanganmelaksanakankebijakanterkait penerapanKeselamatanKetenagalistrikan 1
d. PJK2 memilikikewenanganmenyeleksidanmenempatkanpersonel 0,5

e. PJK2 memilikikewenanganmenyelenggarakandanmelaksanakanpendidikandanpelatihanterkait KeselamatanKetenagalistrikan 0,5
f. PJK2 memilikikewenanganmenyusun,menetapkan,danmenerapkankomunikasiKeselamatanKetenagalistrikan 0,5
g. PJK2 memilikikewenanganmengelolaadministrasiKeselamatanKetenagalistrikan 0,5
h. PJK2 memiliki kewenanganmenyusun,menerapkan,danmendokumentasikanpartisipasi,konsultasi,motivasi,dankesadaranpenerapan
KeselamatanKetenagalistrikan

0,5

i. PJK2 memiliki kewenanganmengumpulkandan menganalisisdata serta mencatat rincian dari setiap kejadianyang terkait penerapan
KeselamatanKetenagalistrikan

0,5
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1. Perusahaan memiliki prosedur identifikasi bahaya.

2. Perusahaan melakukan identifikasi bahaya dengan  metode    yang     sesuai dengan karakteristik 

bahaya yang ada.

3. semua potensi bahaya didokumentasikan, dilaporkan, dan dikomunikasikan kepada semua  pihak   

yang  berkepentingan.

4. Hasil identifikasi bahaya digunakan sebagai masukan dalam penilaian risiko

5. Perusahaan memiliki prosedur penilaian risiko.

6. Perusahaan melakukan dan menetapkan peringkat risiko.

7. Perusahaan memiliki prosedur dan menjalankan pengendalian bahaya atau risiko berdasarkan hasil 

evaluasi risiko.

8. Perusahaan melakukan identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam 

kegiatan operasi.

9. Perusahaan memiliki prosedur ERP (Emergency Response  Plan/Rencana Tanggap Darurat) dan 

secara berkala diuji keefektifannya.

10. Sistem manajemen krisis dan tanggap darurat berjalan dengan baik.

11. Tanggap darurat terbagi menjadi keandalan operasi, keselamatan manusia, lingkungan hidup, sosial 

dan lainnya yang mendukung keselamatan ketenagalistrikan

Ekspektasi  Elemen
Perencanaan Pemenuhan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan
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Kriteria  Audit Penerapan  SMK2: 
Perencanaan Pemenuhan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan

No Kriteria
Acuan

Nilai Total 
(maks)

Nilai Total 
Sub (maks)

Nilai Per 
Sub (maks)

PerencanaanPemenuhanKebijakanKeselamatanKetenagalistrikan 10
1. IdentifikasiTingkatKepatuhanterhadapKetentuanPeraturanPerundang-undangandanPersyaratanLainnyayangTerkait 1

PemilikInstalasiTenagaListrikharusmenginventarisasidanmembuatdaftar yangmenjelaskantelah dipenuhidandipatuhinyaketentuan
peraturanperundang-undangandanpersyaratanlainyangterkait di tingkat lokal,nasional,regional,atauinternasional

1

2. PenelaahanKondisiAwal PenerapanSMK2 3
a. identifikasipotensibahaya,penilaian,danpengendalianrisiko 1
b. perbandinganpenerapanKeselamatanKetenagalistrikandenganBadanUsahaketenagalistrikanlaindan/atausektorlainyanglebihbaik 0,5

c. peninjauansebabakibatkejadianyangmembahayakan 0,5
d. kompensasidanGangguansertahasilpenilaiansebelumnyayangberkaitandenganKeselamatanKetenagalistrikan 0,5

e. penilaianefisiensidanefektivitassumberdayayangdisediakan 0,5
3. Perumusantujuan, sasaran,dan ProgramSMK2 4

a. penyusunanprogramSMK2 dibuat berdasarkanperaturanperundang-undangandanpersyaratanlainnyayangterkait, hasilkinerja,dan
permasalahan

1

b. penyusunanprogramSMK2 dibuatberdasarkanskalaprioritasberdasarkantingkat risiko 0,5
c. penyusunanprogramSMK2 dibuatberdasarkanupayapengendalianrisiko 0,5
d. penyusunanprogramSMK2 dibuatberdasarkantersedianyasumberdaya 0,25
e. penyusunanprogramSMK2 dibuatberdasarkanjangkawaktupelaksanaan 0,25
f. penyusunanprogramSMK2 dibuatberdasarkanpermasalahanterkait penerapanKeselamatanKetenagalistrikan 0,25

g. penyusunanprogramSMK2 dibuatberdasarkanhasilkinerja 0,25
h. penyusunanprogram SMK2 dibuat berdasarkanpengukuran dan indikator pencapaianyang ditetapkan dengan menggunakan
pengukuranberdasarkanparametertertentu sebagaidasarpenilaiankeberhasilanprogramKeselamatanKetenagalistrikan

0,5

i. penyusunanprogramSMK2 dibuatberdasarkansistempertanggungjawabansesuaidenganfungsidantingkatmanajemenBadanUsaha 0,5

4. PenyusunanRencanaKerjadanAnggaranSMK2 2
a. rencanakerjadananggarantahunanSMK2 dibuat berdasarkanpemenuhanterhadapperaturanperundang-undangandanpersyaratan
lainnyayangterkait

0,5

b. rencanakerjadananggarantahunanSMK2 dibuatberdasarkanskalaprioritassasarandanprogramSMK2 0,5

c. rencanakerjadananggarantahunanSMK2 dibuatberdasarkankebutuhanuntukperbaikandanpeningkatanSMK2 yangberkelanjutan 1
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Ekspektasi  Elemen
Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan

1. Perusahaan  memiliki  prosedur  sistem  manajemen  keselamatan ketenagalistrikan mulai dari penerapan K2 

yaitu dari perencanaan, pembangunan & pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan

2. Perusahaan memiliki prosedur atau pedoman dan standar   untuk menjamin keselamatan pengoperasian suatu 

fasilitas atau unit operasi.

3. Adanya prosedur pemeliharaan  yang komprehensif  dan  aman.

4. Perusahaan memiliki sistem manajemen  mutu, sistem manajemen risiko, sistem manajemen aset, dan sistem 

manajemen keselamatan Kesehatan Kerja serta sistem pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan 

sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan.

5. Mitra kerja wajib memiliki SMK2 yang sejalan dengan kebijakan SMK2 pemilik instalasi penyediaan

6. Perusahaan memiliki sistem manajemen perubahan. (Management of Change).

7. Perusahaan memiliki sistem pelatihan yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan, perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi hasil pelatihan untuk setiap tingkat manajemen dan jenis pekerjaan.

8. Perusahaan memiliki sistem dan prosedur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan kompetensi yang 

diperlukan untuk setiap  kegiatan   atau jabatan.   Kompetensi   disesuaikan    dengan jenis pekerjaan, bahaya 

dan kondisi lingkungan kerja.

9. Perusahaan  memiliki standar kompetensi untuk setiap  jenis pekerjaan, terutama  yang berisiko  tinggi,  

termasuk  standar  kompetensi  yang disyaratkan menurut peraturan dan perundangan  yang  berlaku.
10. Perusahaan memiliki dan melaksanakan sistem dan prosedur pengembangan safety culture di perusahaan.

11. Perusahaan melaksanakan upaya pengembangan safety culture.

12. Perusahaan memiliki dan melaksanakan prosedur dan sistem komunikasi K2 untuk internal maupun eksternal 

perusahaan. Perusahaan mengembangkan  sistem manajemen informasi K2.



gatrik.esdm.go.id | @infogatrik 38

Kriteria Audit Penerapan SMK2:
Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan ... (1/2)

38

No Kriteria
Acuan

Nilai Total 
(maks)

Nilai Total 
Sub (maks)

Nilai Per 
Sub (maks)

PelaksanaanKebijakanKeselamatanKetenagalistrikan 60
1 PengelolaanKeandalanOperasiInstalasiTenagaListrik 12

a. melaksanakananalisistingkatkekritisan(criticalitylevel)peralatan 2
b. melaksanakanidentifikasimodekerusakanataukegagalanoperasiperalatankritis (criticalpart) InstalasiTenagaListrik 2
c. melaksanakananalisisdampakkerusakanataukegagalanoperasi 2
d. melaksanakanpenentuanprioritaspelaksanaanpemeliharaanperalatan 2
e. melaksanakanperencanaanpemeliharaanperalatandenganbantuandecisionsupportsystem 2
f. melaksanakanpemeliharaanperalatanuntukmengatasiGangguankeandalanoperasiInstalasiTenagaListrik 2

2 PemantauandanPengelolaanPekerjaanyangdapatDilaksanakanoleh PihakKetiga 5
a. mengidentifikasipekerjaanyangdilaksanakanolehpihakketiga 1
b. mendokumentasikanpekerjaanyangdilaksanakanolehpihakketiga 1
c. memantauaktivitasyangdilaksanakanpihakketiga 1
d. mengomunikasikanpotensirisikobahaya 1
e. melakukanevaluasiterhadappekerjaanyangdilaksanakanolehpihakketiga 1

3 PendidikandanPelatihandi BidangSMK2 5
a. penyusunanrencanakebutuhansumberdayamanusiauntukpenerapanSMK2 1
b. identifikasikompetensiyangdibutuhkandalamrangkapenerapanSMK2 1
c. pendidikandanpelatihanyangterkait KeselamatanKetenagalistrikan 2
d. penyusunandanpenerapanstandaroperasionalprosedur(SOP)KeselamatanKetenagalistrikan 1

4 ManajemenRisiko 5
a. penetapankonteksrisikoInstalasiTenagaListrik 1
b. identifikasidanklasifikasirisikodalampengelolaanKeselamatanKetenagalistrikan 1
c. analisisdanpenilaiantingkatrisiko 1
d. mitigasipengendalianrisiko 1
e. evaluasidanperbaikanpengelolaanKeselamatanKetenagalistrikansecaraberkala 1

5 Pengelolaan dan Penanggulangan Kondisi Darurat Ketenagalistrikan
a. menyusun prosedur penanggulanganKondisi Darurat yang mempertimbangkananalisis atau hasil identifikasi risiko yang terkait penerapan
KeselamatanKetenagalistrikan

1

b. mengidentifikasi potensi Gangguanpada peralatan kritis yang dapat mengganggukeandalan operasi atau menyebabkankerusakanyang
membahayakan

2

c. menjalinkerjasamadenganpihaklainyangterkait untuk tindakanyangpalingsesuaiapabilaterjadiKondisiDarurat 2
d. melakukaninvestigasiapabilaterjadi kegagalanataukecelakaan 1
e. membuatlaporantertulis apabilaterjadi kegagalanataukecelakaan 2
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Kriteria  Audit Penerapan  SMK2:
Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan ... (2/2)

39

No Kriteria
Acuan

Nilai Total 
(maks)

Nilai Total 
Sub (maks)

Nilai Per 
Sub (maks)

6 ManajemenPerubahan 6
a. melakukankajiandanidentifikasirisikosebelumperubahanditetapkan 1
b. melakukanrevisistrukturorganisasidantugas 1
c. melakukanrevisikebijakanmanajemenaset,strategi,tujuan,danrencana 1
d. melakukanrevisiprosesdanprosedurmanajemenaset 1
e. pemutakhiranaset,sistem,atauteknologi 1
f. identifikasistakeholder 1

7 ManajemenInformasi 5
a. kelayakaninformasiharusdisahkanolehmanajemensebelumditerapkan 1
b. informasiharusdipeliharadandikajisecaraberkalaataudapatdirevisi 1
c. informasiyangsudahtidakdigunakanharusditarik 1
d. penyimpananinformasiharusdikelolauntukkumpulanpengetahuan 1
e. informasiharustersimpandalambentukelektroniksehinggadapatdibukakembalijika diperlukan 1

8 PelaksanaanKeselamatanKetenagalistrikandi SetiapSiklusAktivitasPengelolaanInstalasiTenagaListrik 8
a. penerapanSMK2 pada seluruh siklusprosesorganisasiyang meliputi kegiatanoperasi,pemeliharaan,pengujian,penggunaan,serta
pemindahandanpembuanganaset

2

b. pemilikInstalasiTenagaListrikharusyakinbahwaperalatandanfasilitasdipeliharasecarabaikdandikalibrasi 2
c. pemilikInstalasiTenagaListrikharusmembangundanmenjagaprosesdanprosedurpenerapanSMK2 agarsesuairencanadanfungsinya 2
d. SMK2 harusdapatterpantaudanterukurunjukkerjaataukondisinya 2

9 KepatuhanterhadapKetentuanKeselamatanKetenagalistrikan 4
a. melaksanakanketentuan yang diatur dalam PersyaratanUmum KeselamatanKetenagalistrikandan SNI sesuaidengan peraturan
perundang-undangandi bidangketenagalistrikan

2

b. melaksanakanketentuanyangdiatur dalampedomanpenerapanKeselamatanKetenagalistrikan 2
10 DokumentasiPelaksanaanSMK2 2

melaksanakandokumentasipelaksanaanSMK2 2
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Ekspektasi  Elemen
Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan

1. Perusahaan mengembangkan dan menetapkan sistem pengukuran kinerja.

2. Perusahaan mengembangkan dan menetapkan audit SMK2.

3. Perusahaan mengembangkan, menetapkan dan melakukan  tinjau  ulang manajemen.

4. Hasil tinjau ulang dijadikan masukan untuk peningkatan berkelanjutan (continual improvement) 

Sistem Manajemen keselamatan ketenagalistrikan, kebijakan dan sasaran.
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Kriteria  Audit Penerapan  SMK2:
Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan

41

No Kriteria

Acuan
Nilai 
Total 

(maks)

Nilai 
Total Sub 
(maks)

Nilai Per 
Sub 

(maks)
Evaluasidan TindakLanjutPenerapanKeselamatanKetenagalistrikan 10

1 PencapaianSasaran,Target,danProgramSMK2 2
2 KepatuhanterhadapKetentuanPeraturanPerundang-undangandanPersyaratanLainnyayangTerkait 2
3 KejadianKecelakaan,KejadianBerbahayaKegagalanOperasidan/ataugangguanyangberdampakpadamasyarakat 2
4 PengelolaanAdministrasiKeselamatanKetenagalistrikan 2
5 AuditPenerapanSMK2 1
6 DokumentasidanTindakLanjutKetidaksesuaian 1



EVALUASI PENERAPAN SMK2
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PENERAPAN SISTEM KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)
Andal dan aman 

bagi instalasi 

Aman dari bahaya bagi 

manusia dan makhluk 

hidup lainnya 

Ramah 

lingkungan

Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha wajib memiliki 

Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2).
SMK2 adalah bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan 
dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan 
guna terciptanya keselamatan ketenagalistrikan. 

instalasi distribusi 
tenaga listrik

Instalasi Pembangkit 
Tenaga Listrik 

җ р a² όƭƛƳŀ aŜƎŀǿŀǘǘύ

Instalasi Pemanfaatan 
Tenaga Listrik

җ нлл ƪ±! όdua ratus 
kilovolt-ampere)

instalasi transmisi 
tenaga listrikPenerapan 

SMK2
Penetapan kebijakan 

Badan Usaha terkait K2

Penetapan organisasi 
SMK2

Perencanaan 
pemenuhan kebijakan 
Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan 
Badan Usaha terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut 
pelaksanaan penerapan K2

K2

STATUS PELAPORAN SMK2 
PERIODE 2023

128

TaatTaat
(catatan)

2356
Tidak
Lapor

άSetiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan
KeselamatanYŜǘŜƴŀƎŀƭƛǎǘǊƛƪŀƴέ(Pasal44, UU30/2009) 
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TIMELINE PELAPORAN SMK2 TAHUN 2025
K e g i a t a n Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Pelaporan SMK2 pada SIMATRIK

Penilaian oleh Evaluator DJK

Hasil Penilaian Sementara

Sanggahan Penilaian

Penilaian Ketaatan Akhir

Release Hasil Akhir

Penilaian Penghargaan K2

Kunjungan Lapangan onsite/online yang 
memenuhi

Evaluasi Internal Hasil Verifikasi 
Lapangan/Paparan

Rapat Pleno Penentuan Nominasi 
Pemenang Penghargaan K2

Penyelenggaraan Penghargaan 
Subroto/Pengumuman Pemenang

Evaluasi dan Penyusunan Laporan

1 Des 2024 - 31 
Januari 2025

31 Maret 2025

1 April 2025

15 April 2025

9 Mei 2025

10 Mei 2025

13 Juni 2025

1 Juli 2025

15 Agustus 2025

22 Agustus 2025

27 September 2025

31 Desember 2025

Deadline

Belum dilaksanakan
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Pelaporan SMK2 PT Bhumi Jati Power Tahun 2023

No ELEMEN
Score 

Maksimal
Score

A Penetapan Kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan 10 8,35

B Penetapan Organisasi SMK2 10 6,9

C Penerapan Pemenuhan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan 10 9,5

D Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan 10 42,3

E Evaluasi dan Tindak lanjut Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan 10 4,8

SCORE AKHIR 71,85



PENGHARGAAN KESELAMATAN 
KETENAGALISTRIKAN
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SEKILAS PENGHARGAAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

2018 2020
2019 2021

2022
2017

Dimulainya 
Subroto 
Award

Dimulainya 
Penghargaan 
K2

Tahun kedua 
Penghargaan K2

Tahun 
keenam 
Penghar-
gaan K2

Tahun kelima 
Penghargaan K2

Tahun keempat 
Penghargaan K2

Tidak ada Subroto 
Award (Covid-19)
Tahun ketiga 
Penghargaan K2

2023

Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan merupakan apresiasi tertinggi dari pemerintah 
kepada badan usaha pemilik/pengelola instalasi tenaga listrik yang telah menerapkan keselamatan 
ketenagalistrikan. Tujuan untuk meningkatkan safety culture pada bidang ketenagalistrikan sehingga 
dapat mewujudkan kondisi aman, andal dan ramah lingkungan pada instalasi tenaga listrik.
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PENGHARGAAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2024

KRITERIA PENILAIAN

KUALIFIKASI

Andal dan aman bagi instalasi 

V Memperoleh Predikat άTaatέ pada 
Pelaporan Sistem Manajemen 
Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2)

V Unit pembangkit tidak mendapatkan 
proper lingkungan hidup merah.

V Kinerja pembangkit
V Program penerapan K2
V Dokumentasi penerapan k2

Aman dari bahaya bagi manusia 
dan makhluk hidup lainnya 
V Pemenuhan data tenaga teknik 

yang memiliki SKTTK
V Pemenuhan Sistem 

Manajemen Pengamanan
V Zero Accident

Ramah Lingkungan
V Ketaatan pelaporan lingkungan
V Pemberdayaan masyarakat (CSR)

Kualifikasi Pengajuan

98 unit
Unit Pembangkit yang 
memperoleh predikat 
ά.ƛǊǳέ tanpa catatan 
berhak mengajukan 

untuk Peni laian 
Penghargaan 
Keselamatan 

Ketenagal istr ikan

89 unit
Pengajuan untuk 

Peni laian Penghargaan 
Keselamatan 

Ketenagal istr ikan 

PLTU 

53 unit
PLTG/GU 

17 unit

PLTA 

11 unit
PLTP 

8 unit

Çt[¢¦ Җ нлл a² 
(Pemenang & Pemenang 

Utama)
ÇPLTU > 200 MW 

(Pemenang & Pemenang 
Utama)

NOMINASI

t[¢D¦ Җ нллa² 
(Pemenang)

Çt[¢! Җ нлл a² 
(Pemenang & 
Pemenang Utama)

ÇPLTA > 200 MW 
(Pemenang & 
Pemenang Utama)

Çt[¢t Җ нлл a² 
(Pemenang & 
Pemenang Utama)

ÇPLTP > 200 MW 
(Pemenang & 
Pemenang Utama)

Pelapor Audit Penerapan 
SMK2 Terbaik
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: kegiatan baru

TIM AHLI PENILAIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN 2024

ÅIr. Bambang Praptono

Praktisi

ÅIr. Miftahul Jannah

Stakeholder

ÅDirjen Gatrik
ÅSesditjen Gatrik
ÅDirtekling Gatrik
ÅDirbinus Gatrik
ÅTAM Bidang 

Obvitnas

Pemerintah

ÅProf. Ir. Syamsir Abduh, MM, PhD

Akademisi

ÅIr. Herpekik Hargono
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NO UNSUR PENILAIAN BOBOT 

A Andal dan aman bagi instalasi 30

1. Nilai Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) 10

2. EquivalentAvailability Factor (EAF) 10

3. Capacity Factor(CF) 5

4. Pasokan Energi Primer Pembangkit  Khusus PLTU 5

B Aman dari Bahaya Manusia dan Makhluk Hidup lainnya 20

1. Pemenuhan Data Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 
(SKTTK)

10

2. Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan(SMP) 5

3. Zero Accident 5

UNSUR PENILAIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKANé   [1/2]

NO URAIAN Unsur Penilaian

1. Kualifikasi ü Memperoleh Prediket άTaatέ pada Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan 
Ketenagalistrikan (SMK2)

ü Unit pembangkit tidak mendapatkan proper lingkungan hidup hitam.
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NO UNSUR PENILAIAN BOBOT 

C Ramah Lingkungan 9

1. Ketaatan Pelaporan Lingkungan melalui APPLE Gatrik 6

2. Program Corporate Social Responsibilities (CSR) 3

D Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan 41

1. Penerapan K2 yang menjelaskan Profil Mitigasi Resiko 3

2. Mitigasi terhadap kegagalan operasi dan kecelakaan 3

3. Inovasi/ improvementyang telah maupun akan dilaksanakan dalam usaha penerapan 
keselamatan ketenagalistrikan)

7.5

4. Dukungan Program Transisi Energi 7.5

5. Implementasi House Load, Black Start (EDG) 7.5

6. Implementasi Governoor Free dan Automatic Generation Control (AGC) 7.5

7. Dokumentasi Video Profil Pembangkit 5

UNSUR PENILAIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKANé [2/2]
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